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DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI

DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA.)

Oteh : Zainat Muttaqin ")

1. Perizinan di lndonesia

lzin merupakan wewenang pemerintahan yang dimitiki oteh admjnistrasi

negara. lzin sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis

mempunyai berbagai tuiuan antara tain, yaitu mengarahkan/

mengendatikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan

oteh aktivitas tertentu, melindungi obyek tertentu, mengatur distribusi

benda langka, seteki orang dan/atau aktivitas tertentu.r)

Dari berbagai tujuan initah, muncul berbagai izin di berbagai sektor sep€rti

tingkungan hidup kepariwisataan, industri, perdagangan, kesehatan,

perbankan dan sebagainya.

Keadaan ini menyebabkan adanya banyak/berbagai instansi/pejabat

administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan izin sesuai dengan

bidang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
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